BAB IlI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian pembahasan sebagaimana telah
diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usulan perubahan dalam Pasal 34
Rancangan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memindahalihkan tugas
pengawasan microprudential dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023 yang dilakukan secara bertahap.
Konsekuensi yuridis dari usulan perubahan pada Pasal 34 Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia adalah timbulnya akibat dimana Otoritas Jasa Keuangan
tidak lagi memegang tugas pengawasan dalam lingkup microprudential
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan serta wewenang terkait tugas pengawasan bank dalam
lingkup microprudential sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut berarti bahwa
hanya terhadap tugas pengawasan bank dalam lingkup microprudential yang tidak
lagi berlaku, sehingga lainnya yaitu tugas pengaturan bank dalam lingkup
microprudential, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di

sektor Pasar Modal, dan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keaungan di
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sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya masih berlaku. Selain daripada itu, konsekuensi yuridis
tersebut juga mengakibatkan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak lagi hanya
dalam lingkup macroprudential saja, melainkan ditambahkan pengawasan dalam
lingkup microprudential karena dipindahkan kepada Bank Indonesia dari Otoritas
Jasa Keuangan. Dikarenakan tugas pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia
tidak lagi hanya mencakup lingkup macroprudential melainkan juga
microprudential, maka wewenang pengawasan terhadap bank sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
mengatur juga mengenai wewenang Bank Indonesia untuk melaksanakan
pengawasan dalam lingkup microprudential juga. Usulan perubahan tersebut tidak
memiliki konsekuensi yuridis yang mengakibatkan perubahan terhadap tugas
pengaturan dalam lingkup microprudential terhadap kegaitan jasa keuangan di
sektor perbankan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut
dikarenakan usulan terkait hanya memindah alihkan tugas pengawasan
microprudential yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia dan
tidak memindahkan tugas pengaturan microprudential. Konsekuensi yuridis ini
juga tidak mempengaruhi hubungan kelembagan antara Bank Indonesia dengan
Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan pengawasan bank yang dilakukan
secara bersama-sana berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang
dapat diberikan adalah agar usulan perubahan dalam Pasal 34 Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebaiknya untuk saat ini tidak ditetapkan terlebih dahulu.
Perubahan yang diusulkan dalam Pasal 34 tersebut hanya mengusulkan
pemindahalihan tugas pengawasan microprudential yang pada saat ini dipegang
oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia, tidak memindahalihkan
tugas pengaturan microprudential yang dimiliki oleh Bank Indonesia juga,
sehingga konsekuensi dari usulan tersebut juga tidak memiliki dampak yang
signifikan terhadap tugas yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank
Indonesia. Selain daripada itu usulan pemindahalihan tugas pengawasan tersebut

untuk diimplementasikan membutuhkan waktu, usaha, dan biaya.
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